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ABSTRAK

Fatimah. 1910411220046. 2023. Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman
Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan
Selatan. Dibawah bimbingan Sugeng Karyadi.

Jumlah akses ke Lembaga Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan pada
tahun 2022 meningkat secara pesat, sekitar 1.308 akses masyarakat dengan 257 laporan
mengenai Maladministrasi masuk ke lembaga tersebut. Adanya peningkatan
pengaduan mengenai Maladministrasi yang ada di Kalimantan Selatan merupakan
indikasi bahwa masih kurang baiknya penyelenggaraan pelayanan publik dan
masayrakat sudah melek terhadap penyelenggaraan publik yang baik, namun dengan
adanya peningkatan pada jumlah akses dan laporan ini Ombudsman Perwakilan
Kalimantan Selatan masih belum dapat menyelesaikan beberapa laporan dari
masyrakat sepenuhnya, berdasarkan laporan tahunan dari Ombudsman Perwakilan
Kalimantan Selatan, di tiga tahun terakhir berturut-turut selalu ada laporan yang belum
terselesaikan. Oleh karena itulah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam
lagi mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan
Kalimantan Selatan, dan apa saja yang menjadi faktor penghambat pengawasan oleh
Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan.

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe
deskriptif, penggunaan metode ini agar penulis dapat menggali informasi lebih jauh
terkait pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan,
metode ini juga dipadu padankan dengan teknik penelitian wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Informan yang dimintai informasi merupakan orang yang mengetahui
cara pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman, yaitu Kepala Perwakilan
Ombudsman Kalimantan Selatan, dan Asisten Ombudsman Perwakilan Kalimantan
Selatan.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh
Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan berjalan dengan baik dengan dua bentuk
pengawasan, VYaitu penyelesaian laporan dan pencegahan Maladministrasi.
Ombudsman Perwakilan Kalimantasn Selatan dalam menjalankan pengawasannya
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia,
serta beberapa Peraturan Ombudsman Republik Indonesia. Sebagai lembaga pengawas
penyelenggaraan pelayanan publik, ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi
oleh Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan, diantaranya yaitu masih kurangnya
SDM, anggaran yang terbatas, serta adanya beberapa wilayah di Kalimantan Selatan
yang masih sulit di akses.

Kata Kunci: Pengawasan, Ombudsman, dan Pelayanan Publik



ABSTRACT

Fatimah. 1910411220046. 2023. Supervision of Public Services by the Ombudsman
of the Republic of Indonesia South Kalimantan Province. Under the guidance of
Sugeng Karyadi.

The number of accesses to the South Kalimantan Provincial Ombudsman
Agency in 2022 increased rapidly, with around 1,308 community accesses with 257
reports of maladministration coming to the institution. The increase in complaints
regarding maladministration in South Kalimantan is an indication that the
implementation of public services is still not good and the community is already literate
about good public administration, but with an increase in the number of accesses and
reports, the Ombudsman of the Province of South Kalimantan has still not been able to
complete several reports from the community as a whole, based on the annual report
from the South Kalimantan Provincial Ombudsman, in the last three consecutive years
there have always been unresolved reports. For this reason, this study aims to find out
more deeply about how supervision is carried out by the South Kalimantan
Ombudsman Representative, and what are the inhibiting factors for supervision by the
South Kalimantan Province Ombudsman.

This research uses a qualitative approach with a descriptive type, the use of
this method so that the writer can dig up further information regarding the supervision
carried out by the Ombudsman of the Province of South Kalimantan, this method is
also combined with interview, observation and documentation research techniques.
The informants who were asked for information were people who knew how the
supervision was carried out by the Ombudsman, namely the Head of the Ombudsman
for the Province of South Kalimantan, and the Assistant for the Ombudsman for the
Province of South Kalimantan.

This research found that the supervision carried out by the South Kalimantan
Ombudsman went well with two forms of supervision, namely completing reports and
preventing maladministration. The South Kalimantasn Province Ombudsman in
carrying out his supervision is guided by Law Number 25 of 2009 concerning Public
Services, Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of
Indonesia, as well as several Ombudsman Regulations of the Republic of Indonesia. As
a supervisory agency for the implementation of public services, there are several
inhibiting factors faced by the South Kalimantan Provincial Ombudsman, including the
lack of human resources, a limited budget, and the existence of several areas in South
Kalimantan which are still difficult to access.

Keywords: Supervision, Ombudsman, and Public Service
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